
GIJDERNIJR LAMPIJNG 

KEPUTUSAN OUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR : 0/ ~ O} /B.m/HK/2016
 

TENTANG
 

BASIL EVALUASI
 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
 

TENTANO RETRIBUSI PENYEDIAAN DAll/ATAU PENYEDOTAN KAKUS
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

Menimbang : a.	 bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran 
tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, telah 
dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 325 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nornor 9 Tahun 2015; 

b.	 bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu 
menetapkan Keputusan Gubemur Lampung tentang Hasil 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran 
tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat I Lampung; 

2.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah; 

3.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

4.	 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah; 

5.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

Memperhatikan	 Surat Menteri Dalarn Negeri Nomor : 974/947/KEUDA tanggal 4 
Maret 2016 Hal Hasil Konsultasi Atas Rancangan Peraturan 
Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Retribusi Penyediaan 
danIatau Penyedotan Kakus, 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BASIL EVALUASI RABCANGAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TENTABG 
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAlf/ATAU PENYEDOTAlf KAKUS. 
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KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 
Pesawaran tentang Retribusi Penyediaan dan{atau Penyedotan Kakus 
sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA ; Bupati Pesawaran bersama DPRD Kabupaten Pesawaran segera 
melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan 
Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada Diktum Kesatu. 

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah 
disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah 
tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan apabila 
Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi, 
akan dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

KEEMPAT : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya 
disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung 
paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila dikernudian hari ternyata terdapat kekeliruan 
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana 
mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal ~ I - 3 -.:l 0/.6 

GUBERlroR LAMPUNG. 

M. RIDiI, 
Tembusan: 
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; 
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta; 
3. Pimpinan DPRD Kabupaten pesawaran di Gedong Tataan. 



LAMPIRAN :	 KEPUTUSAN GUBERNURLAMPUNG 
HOMOR : GI.:l. 0 ~ IB.III/HK/2016 
TANGGAL: 3 i- '3 -.:Jolf:. 

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN 
TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS 

No Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan 

1 2 3 

b. bahwa berdasa1Uln pertimbangan sebagaillana dimakSud hurut a, penu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Rebibusi Penyediaan danlatau 
Penyedotan Kakus. 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Nega-a Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lemba-an Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

11. MlulaRIIJA~8A1 ~18fJ19f 1~ lsJn'A :3Q~1 teAtaAR P8FR~9AttJlClA Pe....r8F1 

4 

d. bahwa berdasarXan pel1imbangan sebagamana dimaksud hUM a, pertu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Rebibusi Penyediaan dallatau 
Penyedotan Kakus; 

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Nega-a Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Nega-a Republik Indonesia Nomor 5597) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndanltUndang 
Nomor 9Tahun 2015 (Lembaran Nega-a Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan LernIla-an Negn Republik Indonesia Nomar 
5679); 

. 

-

. 

13. Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Pengelolaan Sampah lBeri!a Neoara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor3101; 

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Ca-a Pemberian 
dan Pemanfaatan Insenti! Pemungutan Pajak Daerah dan Rebibusi Daerah 
(Lembnn Nega-a Republik Indonesa Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5161); 

5 

Diklum Menimbang hUM b diadliri 
tanda baca "titil< koma" sesuai 
ketentuan Undang-UndlllQ Nomor 
12 Tahun 2011. 

Diktum Mengingat 
- Angka 4dan 13 disenllumakan. 
- Angka 9 dan Angka 12 

dihilangkan. 
- Angka 13. tambahkan 

pengundangannya 

Konsideran Mengingat angka 11 
dihilangkan berdasarkan UU 12 thn 
2011 hanya digunakan sebagai 
pedoman penyusunan sehingga 
tidak per1u dicantumkan dan 
konsideran mengingat 

Tarnbahkan PP No 69 Thn 2010 
sebagai pedoman dalarn 
pernberian dan pemanfaatan 
insenti! pemungulan pajak daerah 
dan ratribusi daerah 

1 

2 

Diktum Menimbang 

Diktum Mengingal 

P8FWA~aA8 bhulaAiaR (b9FA~araA tle§R Repylilik IAdeR8&ia +a~YR ~g11 

PJeFA8r R~. _lia~aA beAlS_A N8BaFS Re,uslik IA"SAB&ia tl8fftSF 

~ 

9. YFl~aAg bJAdaA8 aa TaJu'A 3Q14 teAlaRI PSR<1eFiAtahaA QserWl (bsFFlliaFaA 
Plaiara Rep".'ik hul8A9sia +a~YA ~g~ 4~19~8F ~41, TaR=l~aI;l8A bSFA~ar=aA 

~lelA RepylJlik IAdeAssis ~Je"'8F ii8~j 

1~i PeHINFaFl PSAo1eAAta/:t N8M9f aa TaRYA 39Q7 teR&lAB PBFR~aliaFi b1RJS8A 
P8A1eAAtM ~19FR8r 38 TahYR dQ07 teFitaAg PeM~8giaR URlSaR 
PeRiSARtat:1 AAtaFa PSFR8RfHah Qaerat:. PFeYiR6i SaA P9fRsFiAtah 
l(alJYpateR/KeE (bEUR~aFiIA .legafa RepYlJlik IRS8R8&ia leAl'R .9Q7 
~19Rollilr ~. ".A bSfRIJaFaA tleiA RSflWWik ',,(leResis ~JSFM8F 4737-); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010tentang Pedoman 
Pengelolaan 5ampah; 

-
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3 Diktum Memutuskan MEMUTUSKAN MEMUTUSKAN~ Diktum Memutuskan dikallirf 
dan Menetapkan 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH WloIR\liN PiSftlI',RUI' Menalapkan 
TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DANIATAU 
PENYEDOTAN KAKUS 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRlBUSI 
PENYEDIAAN DANIATAU PENYEDOTAN 
KAKUS. 

tanda baca "titIk due' dan 
diktum Menetapkan diakhir 
kalimat diberf tanda baca "titik'. 

Nama, Objek dan
 
SUbjek Retr1busi
 

Pasal1
 
2.	 Pemarfntah Daarah adalah Bupati Pesawaran beserta Perangkat 

Daarah sebagai unsur Penyelenggara Pemerfntahan Daarah 
Kabupaten Pesawaran 

4.	 Dewan Perwakilan Rakyal Daerah selanjutnya disingkal DPRD 
adalah Dewan Perwakllan Rakyat Daarah Kabupaten Pesawaran. 

7.	 Badan Usaha adalah badan usaha yang maliputi Perseroan 
Tertlalas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha 
Milik Negara atau Daarah dengan nama dan bentuk apapun, 
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau 
organisasi yang sejenis bentuk usaha tetap serta bentuk usaha 
lainnya. 

17. Surat Ketetapan Retrfbusi Daarah (SKRD) adalah Surat Keputusan 
yang meliputi Sural Ketetapan Retrfbusi Daarah kurang bayar atau 
Sural Ketetapan Retrfbusi Daerah Kurang Bayar Tambahan atau 
Surat Ketetapan Retribusi Daarah lebih Bayar atau Sural 
Ketetapan Retrfbusi Daarah Nihil. 

18. Sural Ketetapan Retribusi Daarah lebih Bayar (SKRDLB) adalah 
Sural Ketetapan Retr1busi yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran Retrfbusi karena jumlah kredit Retrfbusl Iebih basar 
darfpada Retrfbusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 

20. Surat Tagihan Retribusi Daarah (STRD) adalah surat untuk 
melakukan Taglhan Rerfbusi danlatau sanks; adminislrasi berupa 
bunga atau denda. 

Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 7, angka 17, angka 18, 
angka 20, angka 22 dan angka 24 disempumakan menjadi: 

Pasal 1 
2.	 Pemarintah Daarah adalah kepaa daerah sebagai unsur 

Penyelenggara Pemerlntahan Daarah yang mamimpin pelaksanaan 
urusan pemerfntahan yang menJadi kewenangan daerah otooom. 

4.	 Dewan Perwakilan Rakyat Daarah yang selanjulnya dlsingkat 
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daarah sebagal unsur 
penyelenggaraan Pemrintahan Daarah. 

7.	 Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesaluan, balk yang melakukan usaha aupun yang tidak melakukan 
usaha yang mellputi Perseroan Tertlatas, Perseroan Komanditer, 
Perseroan lalnnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan 
Usaha Milik Daarah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan 
yayasan atau organisasi masa, organisasi sos!al politik, atau 
organisasi lainnya, Iembaga dan bentuk lsinnya termaksuk kontrak 
investasi kolektlf dan bentuk usaha tetap. 

17.	 Sural Ketetapan Retrfbusi Daerah yang selanjulnya disingkat 
SKRD adalah Surat Ketelapan Retribusi yang menentukan 
besamya jumlah pokok retrfbusi yang terutang. 

18, Surat Ketetapan Retrfbusi Daarah lebih Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKRDlB adalah Sural Ketetapan Retribusl yang 
menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retrfbusi karena jumlah 
kredit Retribusi lebih besar darfpada Retrfbusi yang lerutang atau 
tidak seharusnya terutang. 

20. Surat Tagihan Retrfbusi Daerah yang selajutnya dislngkat STRD 
adalah sural untuk melakukan Tagihan Reribusi danlatau sanksi 
admlnistrasl berupa bunga dan/atau denda. 

Pasal 1 angka 2 dan angka 4 
disem pumakan 
Sesuai dengan Pasal 1 ongko 3 dan 
angka 5 Undlllg-lmd~ Nomor 23 
Tohun 2014 oebagoimana leIah ditJbah 
beberapo kali terakh~ derg51 Und51g­
Undong Nomar 9Tahun 2:115 

Pasal 1angka 7, 17, 18, 20, 22 
dan angka 24 disempumakan, 
sesuai dengan Pasal 1 ang~a 

11,72,73,74,75,76 Undang­
Undang Nomor 28 Tahun 2009 

L...- I	 I I I 
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22. Pemerlksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 
mengumpulkan dan atau keterangan \alnnya untuk mengujl 
kepatuhan pemenuhan kewajiban retJ1busi dan untuk tujuan lain 
dalam rangka melaksanakan ketentuan pengaturan perundang­
undangan retrlbusi daerah. 

24. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang 
selanjulnya disebut penyidikan adalah serangklian tlndakan yang 
dilakukan PPNS mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan 
bukti ~ membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah 
yang terjadi serta menemukan lersangkanya 

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghlmpun dan 
mengelola data, keterangan, dan/atau bukU yang dllaksankoo 
secara obyektn dan professional berdasal1<an suatu standar 
pemeriksaan untuk mengu~ kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan daerah dan retribusi danlatau untuk tujuan lain dalam 
rangka melaksankan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perp~an daerah dan retr1busi daerah. 

24. Penyidikan linda/< pidana dl bidang perpajakan daerah dan retribusi 
daerah adalah serangkalan tlndakan yang dilakukan oIeh Penyldlk 
untuk mencari serta mengumpulkan buktl yang dengan bukti ~u 

membuat terang tlndak pldana di bidang perpajakan daerah dan 
retrlbusi daerah yang terjadi serta menemukan telSa1Qkanya 

Pasal2 
Dengan nama Retrlbusl Pelayanan Penyedia<l1 danlatau Penyedotan 
kakus dipungut RillRllwsi s8llil8i1i ~81A1l!l)'i1Fl1A alas pelayanan 
penyediaan kakus danlatau Penyedotan Kakus jlQAS ~i8818ASSilFlikilA 

oleh Pemerlntah Daerah. 

Pasal2 
Dengan nama Retribusi Pelayanan Penyediaan danlatau Penyedotan 
kakus dipungut alas pelayanan penyedlaan kakus danJalau 
Penyedotan Kakus oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal 2 disempurnakan sesuai 
ketentuan Pasal 120 Undang­
Undang Nomor28 Tahun 200ll. 

Pasal4 
Subyek Retrlbusi penyedlaan dan/atau penyedo!<ll kakus adalah orang 
prlbadl atau badan yang menggunakanlmenikmati ~i1A/;llaW 

1A81A~8fQI8~ pelayanan pemakaian kakus danlatau penyedotan kakus 
yang diselenggarakan oIeh Pemerlntah Daerah. 

Pasal4 
Subyek Retribusl penyedia<l1 danfalau penyedolan kakus adalah orang 
prlbadi atau badan yang menggunakan/menikmati Iasil~ pelayanan 
pemakaian kakus danJatau penyedotan kakus yang diselenggarakan 
oleh Pemerlntah Daerah. 

Pasal 4 disempumakan sesuai 
ketentuan Pasal 125 ayal (1) 
Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009. 

5 Cara Mengukur Tingkat 
Pengguna Jasa 

' • BAS ... 
CARA MENGUKUR T1NGKAT PENGGUNA JASA 

Pasal .... 
Tingkal pengguna jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, volume 
tinja dan jarak anlara lokas! pelayanan dengan lokasi pengelolaan tinja. 

- Setelah BAB IV Tambahkan 
Bab V baru dan Pasal baru 
yang mengatur tentang Tala 
cara Mengukll' lingkat 
Pengguna Jasa sesuai Pasal 
151 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 28Tahun 2009 

- Dengan adanya penambahan 
Bab dan Pasal baru. urutan Bab 
dan Pasal ~a~utnya 

menyesuaikan. 
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6 Prinsip yang dlanut BABV BAS .... BAB V Pasal 7 disempumakan 
dalam penetapan PRINSIP ge.tlSOUA...' DALAM PENETAPAN STRUKTUR PRlNSlP YANG DIANUT DAl.AM PENETAPAN STRUKTUR sesuaJ ketentuan Pasal 152 
Struktur dan Besamya DAN BESARNYA RETRIBUSI DAN BESARHYA TARIF RETRIBUSI Undang-Undang Nomor 28 
Tart! Relr1busi Pasal7 Pasal ... Tahun2009. 

(1) Jasil ~lIi~wsi 1l8Rye~iiliIR ~ilIlIfIlaw fl8Ryil~811iR kakws ~iwkllr (1) Prinslp dan sasaran dalam penetapaan taif Retrlbusl Jasa Umum 
88A1asaFltBA "91"~9 P8RYS"9tiR ditetapkan dengan rnemperhatikan biaya penyediaan jasa yang 

(:I) IlRR&ip ~ilR &iI&ilFilR ~illillA fl&R8li1fliIR IllRf NtIi~lIsi fleRy&~iilllfl bersangkulan, kemampuan masyrakat, aspek keadilan dan 
iaA:'at8Y fl&Rye~811iR kakW& ~illiiIl IiliIYiI iiliMiAi&lraii. efeklivltas pengendalian atau pelayanan tersebut. 
fJ9Al1lJu8RlaR; RARfj&rta&i. fl8RB8~ililR IIlIlw 1J&~n'8taA; (2) Biaya sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) meliputi blaya operasi 
fleRB81ii1liIR ~ilR ~liIYiI P81A~iRiIiIR, dan pemellharaan, biaya bunga dan blaya modal. 

(a) ilRlklllr ~8&ilIAYil IllRf R9lR~1I&1 fl8Ay&~iiliIR l1i1fl1i1ill p&R<;8~eIllR (3) Dalam hal penetapan taif sepenuhnya memperhatikan biaya 
kilkllS ~illllA &8~ilgili ~Rkllt . penyediaan jasa, penetapan tartt hanya untuk menutup sebagian 
iI Il&FlIIAIIAilR 1Illi1l FlIlAiih ~R9Billl ~,190 OOG/111 biaya. 
8 Fasililai lsI~wFR (taR AaAiwRiR Gsoial . I\IJRsh i~ii8hj GSkQI8Aj 

pilllli; kllfll&r, Ap 7fi Ogg,w 
G ~&lRflWAaA kSFR9J6ial i 

I 
1. RW~aA JRaltiiJA; tSI(9; RJ~8R tgkG, 8Jl9lik; biRgkel, bORghsl 

salSA; JlfIJri8A1lliP; plilklek 1I&kte~ ~i1lai fl9RBe~iIlliR 

I 
RpA fiO,OOO ~, 

~. 'J'isAlla. 11cI"9A8, iRfh48tA; paGer &...alQ'j8R; p389fJ, tiJMiASI 
Rp,:lQQ,OOg,u 

11 1oI8lli/­

I 
1. ~_Il:; 1A8Ia~; I&SIASR/jlsABIRapaR Rp 1liO,000/M' 
~. IoIsl&llaiRtilR!I &iIIlIlliIR 6iRlilRS ~wa Api 17i:00QIMJ 
a.1oI8l&1 QiRtaAg tila; ii/RIllR!I SlApal liaR biAtiAg liRl8 

RIl,:lOO,Ogg,u' 
(4) QSSarR}'ll lalil P8Rye~iililR TSlApill P81A611i1RSilR D kAir (TP.A~ tillja 

yaAH lIi&e~laliilR PelAsJiRtiill ~lI8Fi1h ~alaA 11*. ~i1R IllRf 
fleAys~elllR liRjil yaRsllilakllliiIR elsA fliAilk ll\'1i1&ta 

7 Struktur dll1Besamya . BAB .... Pasal 7 ayat (3) dlsempumaka1 
Tartt Relr1busi STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI dan dijadikan boo tersendiri 

Pasal ..... sesuaJ dengan Pasat 156 
(1) Tartt Relr1busl Penyediaan danJatau penyedotan kakus diukur Undang-Undang Nomor 28 

berdasari\an Jenis penyediaan danlatau penyedotan kakus yang Tahun 2009, 
dlberikan. 
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I 
( 

8 

9 

Wilayah Pomungutan 

Penentuan 
Pembayaran, Tempa! 
Pembayaran, Angsuran 
dan Penundaan 
Pombayaran 

BAB IX Pasa 9 disempumakan, sesuai 
PENEN1\JAN PEMBAYARAN, TEMPATPEMBAYARAN,ANGSURAN DAN dangan katen!uan Pasa! 160 

PENUNDAAN PEMBAYARAN Undeng-Undang NomoI 28 
Plsal9 I Tahun 2000 dan Pasal 122 syal. 

(1) ~ebibusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang ~hU,;e;;:;:'~I::r \BI~ 
dlpersamakan. diubah bellerapa kali Ie<llkhir 

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dapal dengan PennOl1dagri NOIror 21 
berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Tshun 2011 

(3) Hasil pemungutan rebibusi disetor secara brulD keRekening Kas Umum Daerah, 

Pasal 11 Pasall1 disempumakan 
(1) Pembayaran rebibusi dilakukan petugas pemungul yang ditunjuk dengan 

menggunakan SKRD danlatau SKRD tarnbahan atau dokumen yang 
dipersamakan. 

(2) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud ayal (1), menyetorllan pembayaran 
Rebibusi tersebul ke Kas Daerah mela1ui Bendahara Penerimaan Dinas paling 
lamba! 1han kerja benkutnya. 

BABW 
WllAYAH PUNGUTAN ~N fIJi GI.R!u PliMYNGUlt.N 

1I••iIItK .. 
WillY. rae.YRI_A 

Pasal& 
Re1ribusi yang lerhutang dipungut dalam wilayah tempal penyediaan 
danJatau penyedotan kakus. 

Bagien Kldua 
Tata eara Pemungutan 

Paul 9 
(1) 1-1_ pYRgYliA retFilJwsi atas fJ9A)"B8iaaA ~8fl:ratay ~8.B.F1 kakws 

tli&eleFtiiA ke KaB galFa~ 919~ QSAilahar8 PeA8RAUiliiR QiAaI 
~ Wasil PHFliY&lA FetfiiYsi S8BaiaiAUilA8 EliFRiMY~ i¥at (1) IlqaWRgut 

geRlsR fMABIHAakaA SKRQ stay tle/QiRl8A laiR Y8Ag EI'ereaMt*aA. 
~) KetlJ8aR ~8A18Aai 88MYk ~aR iei SKRQ dan iekoWA:l8A laiR yaAg 

iip&F&aR'lak:aA &8BsgaiRl8A8 ~iMakey" palla ayat: (~ lIi.r ~alarFI 
P,NlwfilA Byp. 

11',8 'All 
Tall'IFI PIIRIiI&y1FlR 

Paeall1 
(1) Pombayaran rebibusi dilakukan petugas pemungut yang ditunjuk 

dengan menggunallan SKRD danlatau SKRD tambahan 

(2) Slruktur besamya tam rebibusi penyediaan danJatau penyedotan kakus adalah 
sebagai berikut : 
a Perumahan atau rumah tingglil Rp.1oo.000lM' 
b Fasilitas Urnum dan Bangunan sosial : 

rumah ibadah, sekolah, panti, kan1llr Rp. 75.OOOIM' 
c Bangunan komersial : 

1. RLmah malian, lDko, rumah IDko, apotik, 
bengksl, bengkel salon, batbershop,prakIek dolder, balai 
pengobatan Rp.I50.000M 

2. Wisma, gudang, industri, Pasa' swalayan, plSll', 
lennina! Rp.200.000lM' 

d. HoleI: 
1. Cotlllge, melali, Iosmen.penginapan Rp.I50.000lM' 
2. Hotel Blntang satu dan bintang dua Rp.175.000M 
3. Hotsl Bintang tiga, Binlang empa! dan bintang lima Rp.200.00Md' 

(4) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tinja sebesal 10% dan taif penyedotan tinja 
yang dilakukan oleh pihak Swasta, 

BABVlII 
W1LAYAH PUNGUTAN 

Pasal& 
Rebibusi yang lerutang dipungut diwilayah Kabupaten Pesawll'an. 

Judul BAa VII dan Pasal 8 
disempumak!l1 sesuai 
dengan Pasa! 156 ayat (3) 
hUM f Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 

(
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1 2 

12 Insenlif Pemungutan 

13 Penutup 

14 Nomor Register 

15 I Penjelasan 

3 4 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pembelian 
pengurangan pembebasan retribusi dan Penghapusan Piutang 
Retribusi yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam Peraturan Bupati 

5 

Paul 16 
(1) Inslansi yang melaksanakan pemungutan relribusi dapat I (1) 

IRS.SIiItBA Insentff alas dasar pencapaian kine~a tertentu. 
(2) Pembelian insenlif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) I (2) 

ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang beriaku. 

Pasa! 16 
Instansl yang melaksanakan pemungutan relribusi dapat 
dibelikan Insentff alas dasar pencapaian klnerja tertentu. 
Pemberian insenlif sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) 
dltetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang beriaku. 

Pasal 16 disempumakan seSJai 
Pasal 171 ayat (1) dan ayal (2) 
Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 

BABXlV 
KetIlAlw8A Penutup 

Pasal19 
Peraturan Daerah inlmulai beriaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengelahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam 
Lembaran Daearah Kabupaten Pesawaran. 

BABXIV 
PENUTUP 
Pasal19 

Peraturan Daerah lnimulai beriaku pada langgal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam 
Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran. 

Judul Bab XIV disempumal<an 
sesuai dengan lampiran II Bml 
hUM C5 angka 150 dan angka 
163 Undang-U ndang Nomor 28 
Tahun 2009. 

Nomer Register Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Provinsi I NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH 
Lampung: IPSWI2015 PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG : 2/PSWI2016 

KABUPATEN I Pada akhir lembar penetapan 
dan pengundangan Penullsan 
nomor register menggunakan 
hUMkapital. 

Agar Raperda diberi penjelasan 
sesuai ketentuan angka 174 
Lampiran II Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentaAg 
Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. 

GUBERNUR LAMPUNG, 

M.JUVn' 
( 


